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Abstract

One of the events of the multicultural Indonesian society, resulting in interfaith
marriages occurring and is not a new thing that has been going on for a long time in the
community. The lack of firmness in the regulation of interfaith marriages in the Marriage
Law is one of the causes of the occurrence of such marriages, resulting in the impact of
discrimination against interfaith couples in Indonesia. In addition, the complexity of the
administrative bureaucracy and the refusal of recording in an effort to legalize marriages
are further impacts for both the perpetrator and their offspring. So this study aims to
examine the legitimacy and impact according to Islamic law and marriage law in
Indonesia. The method used is qualitative, with a comparative approach. Regulatively,
interfaith marriages in Indonesia have no legal force, because Law Number 1 of 1974
concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law as a positive law has prohibited
interfaith marriages. From various understandings, it is necessary to amend the marriage
law as a form of clear and firm legal rules taking into account justice, ethics and human
rights.

Abstrak

Salah satu kejadian dari masyarakat Indonesia yang multikultural,
mengakibatkan perkawinan beda agama terjadi dan bukan merupakan hal yang baru
yang telah berlangsung lama di kalangan masyarakat. Kurangnya ketegasan
pengaturan perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan menjadi salah satu
penyebab terjadinya perkawinan tersebut sehingga menimbulkan dampak diskriminasi
kepada pasangan beda agama di Indonesia. Selain itu kerumitan birokrasi administrasi
serta penolakan pencatatan dalam upaya mengesahkan perkawinan menjadi dampak
selanjutnya baik bagi pelaku maupun keturunannya. Sehingga penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji keabsahan dan dampak menurut hukum Islam dan undang-undang
perkawinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan
komparatif. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki
kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang nikah beda agama.
Dari berbagai pemahaman maka di perlukan amandemen UU perkawinan sebagai
bentuk aturan hukum yang jelas dan tegas dengan mempertimbangkan keadilan, etika
dan hak asasi manusia.
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Pendahuluan

Di Indonesia, perkawinan bukanlah suatu perkara yang rumit jika
pelaksanaannya di lakukan oleh pasangan yang memiliki agama yang sama,
namun bisa menjadi persoalan yang sebaliknya dan penting diperhatikan jika
dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, hal ini karena terhalangi oleh
aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik menurut hukum positif/ undang-
undang maupun hukum Islam. Dan salah satu tujuan dari perkawinan adalah
memperoleh keturunan yang sah sehingga kehidupan berlanjut dari generasi ke
generasi berikutnya.!

Prinsip utama dari suatu perkawinan menurut undang-undang perkawinan
maupun hukum islam yang berlaku di Indonesia adalah keabsahan, yang berarti
suatu perkawinan dapat dianggap sah/ legal menurut hukum positif (negara)
maupun agama jika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun akhir-akhir ini, timbul
banyak pendapat baru yang secara legal membolehkan pernikahan beda agama
dengan argumen larangan kawin beda agama dalam berbagai kitab tafsir dan
figh dihasilkan oleh ideologi politik yang memandang manusia dalam batas-batas
agama dimana terlihat jelas bahwa pelarangan ini untuk menjaga stabilitas,
keutuhan dan terpeliharanya dar al-Islam (teritori Islam).?

Oleh karena itu melihat fakta yang seperti ini, kita dapat berpendapat
bahwa sudah lama perkawinan antar agama menjadi perdebatan. Dan meskipun
pengakuan legal formal pembolehan hal ini belum tersurat, prakteknya warga
yang melakukan perkawinan beda agama terus bertambah, lantas bagaimana
sebenarnya keabsahan dan dampak perkawinan beda agama menurut undang-
undang dan hukum Islam di Indonesia.

A. Perkawinan Beda Agama (Perspektif Figh)

Dalam hukum Islam, baik dari kandungan al-Qur'an maupun hadits
banyak menyebutkan masalah ini, dan secara tekstual terdapat tiga ayat
mengenai perkawinan muslim dengan non-muslim. Pertama, seperti dalam
al-Quran surat al-Bagarah : 221 yang melarang dengan jelas menikahi
wanita-wanita musyrik dan laki-laki musyrik sebelum mereka itu beriman.
Allah berfirman :
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! Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum
Agama, Cet.ll , (Bandung: Mandar Maju, 2003), him. 1.

2 Pusat Studi Islam Paramadina, lembaga yang didirikan Nurcholis Madjid 30 Oktober 1986, dalam
Klub Kajian Agama (KKA) ke-200, yang digelar pada 17 Oktober 2003 dan berani mengeluarkan
penafsiran baru atas pernikahan beda agama.
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‘Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun dia menarik hatimu”. (QS. al-Bagarah: 221)

Asbab al-nuzul dari surat ini ialah ketika salah seorang sahabat yang
bernama Ibnu Mursyid al-Ghanawi akan mengawini seorang wanita musyrik
dengan memohon izin terlebih dahulu kepada Rasulullah sampai dua kali,
setelah kedua kali Rasulullah berdoa dan turunlah ayat ini.

Dari ayat ini, secara zahir jelas-jelas melarang wanita maupun laki-laki
muslim untuk menikah dengan calon pasangannya yang musyrik. Musyrik
yang dalam hal ini bisa kita kaitkan dengan seseorang yang melakukan
perbuatan syirik (menyekutukan Allah) salah satu dosa paling besar, mereka
semua itu haram untuk dinikahi oleh semua umat Islam (laki-laki maupun
perempuan). Kedua, dalam surat al-Mumtahanah: 10 yang berisi larangan
perkawinan wanita muslim dengan laki-laki kafir. Teks ayat tersebut :
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‘Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan)
mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu
telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah
kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.
Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada
halal pula bagi mereka”.

Walaupun teks ayat tersebut menyebutkan wanita beriman
sebelumnya telah berkumpul dengan suaminya yang kafir dan tetapi
kemudian berpaling darinya, lalu hijrah ke dalam kaum muslim. Tetapi secara
tersirat jelas juga bahwa wanita-wanita yang beriman (kuat imannya) itu
haram untuk dinikahi oleh laki-laki kafir musyrik, yang menurut lbnu Katsir
dalam tafsirnya “orang kafir’ yang dimaksud dalam ayat ini ialah kafir Makkah.
Dan kalimat sepenggal dari potongan ayat di atas menguatkan lagi wanita
beriman yang keimanannya telah kuat haram dinikahi oleh laki-laki kafir.

Ketiga, terdapat dalam surat al-Maidah : 5, yang kandungan ayatnya
berisi ketentuan tentang diperbolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab,
ayat tersebut berbunyi:

18



Jurnal Pro Justicia, Vol.2, No.1, Juni 2022.

H
|

-, = 7 g < L ees . e - .7 ¢ F._ =0
SN r‘w’* @w)ﬁ&wﬁl AR olabg wﬂ‘vﬁ&‘ ]

s - Lo mee 3 4 s 2o L a=e
Nt | 5sl el G il ol

‘Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan)
orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal
(pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga
kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum
kamu”

Dari ayat ini memang jelas bahwa laki-laki muslim boleh menikahi
perempuan ahli kitab. Dan setelah turunnya ayat ini, banyak sebagian
sahabat yang menikahi wanita-wanita ahli kitab, seperti Usman bin Affan
kawin dengan Nailah binti Quragashah al-Kalbiyah yang Nasrani, Thalhah bin
Ubaidillah dengan perempuan Yahudi di Damaskus, Huzaifah kawin dengan
perempuan Yahudi di Madyan, bahkan Rasulullah saw pun pernah menikahi
perempuan ahli kitab yaitu Nabi Maria Qibtiyah, perempuan Kristen Mesir dan
Sophia yang Yahudi.

Namun masalah pernikahan ahli kitab ini terdapat masalah pokok,
ialah yang pertama siapakah yang dimaksud ahli kitab kalau dikaitkan dengan
konteks sekarang? Sebelumnya terlebih dahulu kita lihat definisi ulama
mengenai ahli kitab ini. Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama figh, seperti
dikutip Zainun (dosen UIN Syarif Hidayatullah), berpendapat bahwa siapapun
yang mempercayai salah seorang nabi atau salah satu kitab suci yang pernah
diturunkan oleh Allah, maka ia termasuk ahlul kitab. Rasyid Ridha bahkan
menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu (Brahmanisme), Budha,
Konghucu, Shinto dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai abhli
kitab. Namun kiranya pendapat dari Haji Abdullah ini kami rasa lebih
mewakili, beliau berpendapat, apa yang dimaksud dengan ahli kitab ini ialah
seorang yang dapat membuktikan bahwa agamanya mempunyai kitab yang
diturunkan pada seorang Rasul dari keluarga Ibrahim dan agama itu ialah
Islam, Yahudi, Nasrani serta suhuf-suhuf kepada Nabi/Rasul tertentu. Maka
yang dimaksud ahli kitab ialah mereka yang menganut keyakinan: 1) Iman
dan percaya kepada Allah SWT, 2) Iman dan percaya kepada salah satu
kitab sebelum al-Qur'an diturunkan (sebelum Muhammad saw), 3) Iman dan
percaya kepada rasul-rasul Allah SWT.

Jadi kita dapat sedikit menarik kesimpulan bahwa ahli kitab itu orang-
orang yang menerima dan mempercayai kitab yang diturunkan Allah kepada
Rasul-Nya sebelum Nabi Muhammad saw (al-Qur’an) itu ada. Sehingga ini
sesuai dengan konsep pernikahan yang dilakukan sahabat yang pernah nikah
dengan wanita ahli kitab, karena memang di zaman itu ahli kitab itu masih
benar-benar ahli kitab yang hidup sebelum (dekat) al-Quran diturunkan.
Sedangkan orang-orang (Yahudi, Nasrani) sekarang tidaklah dapat disebut
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sebagai ahli kitab. Mahmud Yunus mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada
lagi ahli kitab (kalaupun ada, itupun dalam jumlah yang sangat sedikit sekali).
Terlebih sekarang kitab mereka perjanjian lama dan perjanjian baru sudah
banyak terkontaminasi atau dalam bahasa lainnya sudah banyak campur
tangan manusia.

Terakhir dapat kita katakan perkawinan beda agama dalam kajian
hukum Islam dilarang dengan ketentuan yaitu pelarangan secara tegas untuk
wanita dan laki-laki muslim yang haram untuk menikahi orang kafir. Kedua,
mengungkapkan pelarangan wanita muslim untuk dinikahkan dengan laki-laki
non-muslim, ketiga ialah dibolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita yang
benar-benar ahli kitab.

B. Perkawinan Beda Agama (Perspektif UU Perkawinan dan KHI)

Dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) diakui adanya perbedaan hukum
perkawinan dari agama-agama yang berbeda. Akibatnya di Indonesia ada
pluralitas hukum perkawinan yang berbeda satu dengan lainnya dan telah
mendudukkan hukum berbagai agama di bidang perkawinan. Dalam hal ini
UU Perkawinan menggunakan istilah “Perkawinan Campuran” yang telah
sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 (kebebasan beragama) yang
mengakui adanya pluralitas agama dan pluralitas hukum perkawinan, maka
perkawinan campuran dalam negara ini disebabkan oleh bertemunya dua
atau lebih sistem hukum perkawinan yang berlainan sesuai dengan
perbedaan agama atau perbedaan kewarganegaraan.

UU No. 1 tahun 1974 mengatur perkawinan campuran secara
tersendiri dan menganggap perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut
hukum masing-masing agamanya, yang sesuai dengan pasal 60 ayat (1)
sesuai dengan tata cara hukum agama suaminya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 yang
diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 disebutkan
bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dan
wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam”. Larangan perkawinan
antara agama sebagaimana hal ini didasarkan kepada mashlahah dengan
tujuan untuk memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan, serta keturunan.
Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda agama
karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya.

Perkawinan beda agama telah menyebabkan anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan itu banyak yang menganut hukum agama ibunya
daripada agama bapaknya. Selain dari itu, dari perkawinan antar agama
dapat meresahkan karena hubungan silaturrahim antar keluarga menjadi
putus. Oleh karena kemudharatannya lebih besar yang ditimbulkan dari
perkawinan antar-agama cukup besar daripada manfaatnya, maka sudah
selayaknya ketentuan tersebut dalam pasal 40 KHI Indonesia tetap
dipertahankan.

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria atau wanita Islam
dengan wanita atau laki-laki tidak beragama Islam ijma ulama Indonesia
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tentang masalah ini harus tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan dalam
peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang.
C. Akibat Pernikahan Beda Agama

Di Indonesia, perkawinan beda agama tidak hanya merupakan
larangan agama, tetapi juga telah dilarang oleh undang-undang, namun
demikian tidak sedikit umat Islam Indonesia dengan berbagai alasan telah
melakukan perkawinan dengan orang yang tidak seagama dengan mereka.
Karena negara tidak memfasilitasi perkawinan yang tidak sesuai dengan
aturan undang-undang, maka ada di antara mereka yang pergi ke luar negeri
untuk melakukan perkawinan atau memanfaatkan jasa lembaga tertentu di
Indonesia yang memang memfasilitasi perkawinan beda agama.

Di samping itu, ada pula yang menyatakan diri memeluk agama Islam
karena akan menikah. Namun demikian, sekelompok orang yang bergabung
dalam Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI punya
pendapat lain. Mereka membolehkan perkawinan antara orang Islam dan
orang non-Islam. Dalam pengantar buku Counter Legal Draft KHI tahun 2004,
mereka menjelaskan bahwa perkawinan seperti itu dibolehkan dalam rangka
menegakkan prinsip-prinsip pluralisme, nasionalisme, HAM, demokrasi dan
kemashlahatan. Kalau diamati, pembolehan menikah antaragama ini didasari
oleh pemikiran mereka bahwa pelarangannya hanya bersifat ijtihadi, tidak
ditetapkan dengan nash yang qath’i, kecuali larangan perkawinan dengan
orang musyrik, yang mereka pahami sebagai musyrik Arab saja.

Selain tidak akan tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah
tangga, perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai ekses yang
berkepanjangan di belakang hari,seperti:

a. Melahirkan keturunan yang tidak jelas Nasabnya
Karena pernikahan beda agama tidak sah menurut hukum Islam,
maka keturunan yang terlahir dari pasangan tersebut disebut anak garis
ibu, artinya dia terputus nasabnya dari bapaknya yang memproses
secara biologis. Jika kemudian terlahir anak perempuan dari pernikahan
mereka, kemudian anak perempuan ini beragama islam sedangkan
bapaknya beragama lain, maka dia tidak bisa diwalikan oleh bapak.
Apabila dipaksakan bapak biologisnya menjadi wali nikah, maka
pernikahan anak tersebut tidak sah. Dan pernikahan yang tidak hanya
akan sah melahirkan hubungan suami istri yang tidak sah alias zina.
b. Terputusnya Hak Waris
Dalam agama Islam, salah satu penyebab seseorang tidak bisa
mendapatkan harta waris (terputus hak warisnya) yaitu perbedaan
agama antara pewaris dan ahli waris. Akhasil, ini bisa saja menimbulkan
konflik (perebutan harta waris) yang berkepanjangan jika terdapat
beberapa ahli waris yang berbeda agama dalam sebuah keluarga.
c. Membuat Ketidakpastian dalam memilih agama
Karena biasanya orangtua yang berbeda agama cenderung
memberikan kebebasan memilih agama kepada anak-anaknya.
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Kebebasan ini justru sebenarnya akan menjadi beban psikologis

terhadap anak-anak mereka, sebab:

1. Seorang anak yang belum mencapai kematangan berfikir dan tidak
memiliki wawasan keagamaan, sesungguhnya akan membuat
mereka bingung dalam menentukan pilihan agamanya. Hal inilah
yang kemudian membuat mereka hidup dalam ketidakpastian dan
akan selalu diliputi keragu-raguan.

2. Beban psikologis besar juga akan dirasakan oleh anak dari
pasangan berbeda agama ini ketika mereka mempertimbangkan
perasaan salah satu dari orangtuanya, apakah akan ikut agama
bapak atau ibu. Hal ini tidak bisa dianggap remeh sekalipun orangtua
memberi kebebasan, tetap anak akan merasakan kebimbangan
dalam menentukan pilihannya.

3. Yang paling dihawatirkan adalah, karena selalu diliputi kebingungan
dan ketidakpastian pada akhirnya anak-anak mereka masa bodo
terhadap agama, mereka memilih hidup bebas seperti orang yang
tidak beragama.

ANALISIS

Konsep nikah beda agama di dalam negara Indonesia tidak diperbolehkan
(karena perspektif bahwa beda agama yang dimaksudkan adalah nikah antara
orang Islam dengan orang Nasrani).

Dilihat dari mafsadat-maslahat-nya, seorang laki-laki muslim yang
menikah dengan perempuan yang bukan dari kalangan muslim akan mengalami
kesulitan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab, yaitu mendidik
anak-anaknya secara Islam, karena kesempatan bergaul anak-anak lebih banyak
dengan ibunya. Kesulitan itu akan diperparah lagi apabila istrinya (ibu anak-
anak) masih fanatik terhadap agamanya.

Sedangkan dilihat dari segi sosial, perkawinan beda agama seringkali
dijadikan media oleh orang-orang bukan muslim untuk melakukan pemurtadan.
KESIMPULAN

Dari pemaparan singkat ini, sedikitnya kita dapat mengetahui bahwa
perkawinan beda agama terutama dari pandangan hukum Islam (figh) adalah
dilarang walaupun dengan berbagai penafsiran-penafsiran yang lebih liberal ada
yang membolehkan perkawinan beda agama, baik itu laki-laki muslim kepada
wanita musyrik ataupun sebaliknya. Dalam perspektif hukum Islam sedikitnya
ada tiga ketentuan pernikahan beda agama itu, pertama pelarangan kepada
semua kaum muslimin baik laki-laki atau perempuan untuk tidak menikahi calon
pasangannya sebelum mereka sama-sama beriman. Kedua, berisi larangan
menikahkan wanita-wanita muslim kepada laki-laki yang tidak seiman atau kafir,
terakhir ialah membolehkan menikahi perempuan ahli kitab.

Sedangkan UU Perkawinan yang karena mengandung pluralitas hukum
sesuai dengan undang-undang dasar membolehkan perkawinan beda agama
yang dalam UU Perkawinan disebut “perkawinan campuran” dengan ketentuan
pernikahan dilakukan sesuai dengan adat/tata kebiasaan hukum agama
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suaminya. Selanjutnya secara tegas KHI pasal 40 dengan tegas menolak

pernikahan beda agama dalam segala bentuknya, dengan alasan untuk

memelihara apa yang biasa disebut magasyid al-syari’ah.
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